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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah 
dan sumberdaya alam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan 
identifikasi literatur, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan, hukum  perdata, dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang terkumpul dari 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis secara kualitatif, disusun secara sistematis dan 
disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kepastian hukum hak Masyarakat Hukum 
Adat atas tanah dan sumberdaya alam sifatnya bersyarat yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,dengan sosialisme Indonesia 
serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. Disarankan kepada pemerintah supaya membentuk payung hukum dalam bentuk Undang-
Undang maupun Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum 
Adat untuk memberikan kepastian hukum hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah dan sumberdaya 
alam. 
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1. Pendahuluan 
Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 
Tanah merupakan salah satu hak milik yang sangat berharga bagi umat manusia, 
demikian pula bangsa Indonesia, konsep yang ideal menggambarkan hubungan 
manusia dengan tanah, manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa telah 
menjadi landasan filosofis kehidupan manusia untuk hidup di bumi. Kehidupan 
manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah karena merupakan satu sumber kehidupan 
dalam tatanan kehidupan sejak zaman tradisional sampai zaman modern. 
Bagi masyarakat hukum adat “tanah adalah ibu” yang memberikan 
kehidupan bagi mereka, yang memberi mereka makanan, tempat mereka tinggal 
bersama nenek moyangnya yang merupakan sesuatu yang magis dan sacral tempat 
para roh leluhur mereka yang harus dijaga dan dilestarikan. Tanah berhubungan erat 
dengan sesuatu kekuasaan dalam pengelolaannya tertata dalam suatu sistem hukum 
masyarakat tradisional yang lebih dikenal dengan sistem hukum adat. 
Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu 
kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola 
masyarakat adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun 
sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang 
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diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya. 
Identitas budaya dan wilayah inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi 
masyarakat hukum adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang 
dinyatakan dalam UUD 1945 dan amandemennya. 
Budaya dengan masyarakat adat yang terikat di dalamnya dan wilayah adat 
dengan segala kekayaan yang terkandung di dalam, di atas dan di permukaannya 
merupakan titipan leluhur untuk dijaga, dikelolah dan dimanfaatkan untuk  yang 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat hukum adat dimasa kini dan 
terutama bagi generasi selanjutnya di masa depan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 
adalah Negara Hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan 
perlindungan atas hak-hak warga negara. Dalam hal ini masyarakat hukum adat adalah 
warga negara indonesia yang merupakan penduduk asli negara ini yang mempunyai 
sistem tatanan adat sebelum negara Indonesia lahir yang harus dilindungi hak-haknya, 
baik itu hak politik maupun hak atas tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah 
adatnya. 
Pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat 
telah tertuang di dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan 
Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan 
tentang masyarakat adat juga telah terdapat di undang-undang sektoral yaitu Undang-
Undang Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pemerintah Daerah, dan UU Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU tentang Desa yang lahir pada akhir 
2013 dimana terdapat pengaturan khusus terhadap desa adat.  
Dengan adanya pengakuan oleh negara, sudah seharusnya pemerintah 
sebagai refresentasi dari negara yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan 
dan hak-hak masyarakat hukum adat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yaitu 
negara lahir untuk melindungi warga negaranya namun pelanggaran hak-hak 
masyarakat hukum adat terhadap tanah dan sumber daya alamnya masih saja terjadi, 
justru didalam perkembangan negara ini masyarakat hukum adat selalu menjadi 
korban dari kebijakan-kebijakan pemerintah. 
Pemerintah melalui berbagai kebijakan di bidang perkebunan, pertambangan 
maupun kelautan serta sektor lainnya secara sistematis mengendalikan kegiatan 
perekonomian masyarakat hukum adat dengan mengambil alih sumberdaya ekonomi 
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berupa tanah dan kekayaan alam di dalamnya. Dampak dari perampasan tanah itu 
terjadi pemiskinan di wilayah-wilayah adat yang kaya sumber daya alamnya di 
seluruh nusantara. 
2. Pembahasan 
A. Masyarakat Hukum Adat 
Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-
warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga 
menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi 
wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan 
antar kelompok sosial.  
Umat manusia yang berdiam disuatu pusat tempat kediaman yang 
selanjutnya disebut sebagai masyarakat desa atau ada yang berdiam secara tersebar 
dipusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain di suatu wilayah yang terbatas, 
yang dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah. Persekutuan masyarakat 
seperti itu berhak atas tanah, mempunyai hak-hak tertentu atas tanah itu dan 
melakukan hak itu baik keluar maupun ke dalam persekutuan. Berdasarkan atas 
berlakunya hak tersebut keluar maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai 
kesatuan yang berkuasa, memungut hasil dari tanah itu dengan membatasi adanya 
orang-orang lain dari luar persekutuan. 
Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat mereka bertanggung jawab 
terhadap orang-orang dari luar masyarakat hukum adat atas perbuatan-perbuatan 
pelanggaran di wilayah tanah masyarakat itu. Masyarakat Hukum adat dibatasi oleh 
lingkungan wilayah adatnya sebagai teritorial dalam melaksanakan hukum adatnya, 
di dalam lingkungan masyarakat hukum adat di kenal istilah tanah ulayat/hak ulayat. 
Dilihat dari kajian antropologis masyarakat adat dengan teritorial dan segala 
budaya yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang beragam yang mengisaratkan 
bahwa masyarakat adat di indonesia mempunyai jenis-jenis yang berbeda sehingga 
melahirkan yang namanya pluralisme hukum adat. 
Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada sebelum lahirnya negara 
Indonesia, masyarakat hukum adat ini mempunyai hukum adat tersendiri baik dalam 
sistem tatanan pemerintahan maupun dalam pengelolaan tanah dan sumber daya 
alamnya. Keberadaan masyarakat hukum  adat merupakan fakta yang tidak bisa 
diingkari oleh negara, ruang perlindungan harus terus diberikan mengikuti 
perkembangan Zaman. 
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Konsep masyarakat hukum adat di Indonesia diperkenalkan oleh Cornelius 
Van Vollenhoven yang mengkaji lebih dalam tentang masyarakat hukum adat. Ter 
Haar murid dari van Vollenhoven memberikan pengertian masyarakat hukum adat 
adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, 
mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda 
yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-
masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut 
kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran 
kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau 
meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. 
Menurut uraian Hazairin (Hazairin 1970: 44) sebagai berikut “Masyarakat-
masyarakat hukum adat seperti desa di jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di 
Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan- 
kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup 
berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan 
lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. 
Bentuk hukum kekeluargaannya(patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi 
sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan 
dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, di tambah sedikit dengan perburuan 
binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak 
dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, diman gotong royong, 
tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.” 
Dalam perkembangan istilah masyarakat hukum adat lahir pula istilah 
masyarakat adat yang dirumuskan dan dipertegas oleh kongres masyarakat adat 
nusantara pada maret 1999. Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara, 
masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul 
leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan 
atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang di atur oleh hukum adat, 
dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. 
Kalau kita lihat hukum di indonesia mendefinisikan masyarakat adat di 
dalam berbagai peraturan ditemukan beragam istilah untuk menyebut masyarakat 
hukum adat. Istilah tersebut dimulai dari komunitas adat terpencil, masyarakat adat, 
masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun masyarakat 
tradisional. Perbedaan istilah itu menunjukkan pluralime masyarakat hukum adat.  
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B. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat menurut Peraturan Perundang-
Undangan 
Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah banyak yang 
menjadi landasan hukum hak-hak masyarakat adat, Pasal 18B ayat 2 merupakan 
landasan konstitusional masyarakat hukum adat yang menyatakan pengakuan secara 
deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak 
masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyatakan “ 
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, dan pasal 28I ayat 3 UUD 
1945  “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Merujuk pada UUD 1945 
Pasal 18B ayat 2 istilah yang digunakan adalah masyarakat hukum adat, 
Pasal 28I ayat 3 istilah yang digunakan adalah masyarakat tradisional, dan 
Pasal 32 yang relevan sebagai rujukan bagi pengaturan masyarakat adat 
namun pada ketentuan tersebut tidak menggunakan istilah untuk 
penyebutan subjek hukum masyarakat adat. Pasal 18B ayat 2 sering 
dirujuk karena karena pada pasal tersebut diatur  subjek dan hak-hak 
masyarakat hukum adat. Rumusan ketentuan dalam peraturan tersebut 
masih memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar masyarakat 
hukum adat diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat yaitu 
sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip 
negara kesatuan Republik Indonesia, diatur dalam Undang-Undang. 
Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa 
dalam terminologi konstitusi hak-hak asal-usul masyarakat hukum adat 
harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan pada 
tingkatan daerah yang secara khusus memberikan pengaturan tersendiri 
tentang masyarakat hukum adat. 
Peraturan perundang-undangan sektoral lainnya juga telah memberikan 
landasan hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
Undang-undang ini memberikan landasan hukum bahwa masyarakat hukum 
adat dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya hutan maupun sumber daya 
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alam lainnya yang berada di wilayah adat. Hal itu dapat dilihat di Pasal 2 ayat 4 UUPA 
yang menyatakan “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, 
sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut 
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa hak 
masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya hutan maupun sumber daya alam 
lainnya yang berada di wilayah adat adalah hak yang bersumber dari pendelegasian 
hak menguasai negara. Pemberlakuan Pasal 2 ayat 4 ini juga memberikan persyaratan 
bagi masyarakat hukum adat dan dalam hal ini negara dapat menghilangkan hak-hak 
masyarakat hukum adat. 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 
Undang-undang ini telah mencantumkan pengakuan masyarakat hukum adat 
atas hak ulayat. Pasal 6 ayat 2 UU Tahun 2004 menyatakan “Penguasaan sumber daya 
air sebagaiman dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan oleh pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat 
setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Hak yang serupa dimaksud 
dalam penjelasan pasal ini adalah hak yang sebelumnya diakui dari berbagai sebutan 
dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, seperti : 
tanah wilayah pertuanan di Ambon, panyam peto atau pewtasan di Kalimantan, 
wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali, totabuan di Bolaang-Mangondouw, 
torluk di angkola, limpo di Sulawesi-Selatan, muru di pulau Buru, paer di lombok, 
dan panjaean di Tanah Batak. Di dalam Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2004 
menyatakan bahwa “Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air 
sebagaimana di maksud ayat (2) tetap diakui sepanjang telah dikukuhkan dengan 
peraturan daerah setempat. Pada penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa pengakuan 
adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang serupa dengan itu 
hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah 
sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama 
suatu persekutuan hukum adat yang berdasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau 
dasar keturunan. Hak Ulayat masyarakat hukum adat di anggap masih ada apabila 
memenuhi tiga unsur, yaitu : 
a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnhya sekelompok orang yang masih terasa 
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan 
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hukum tertentu, yang mengakui dan menberapkan ketentuan-ketentuan 
persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. 
b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan 
hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil 
keperluan hidupnya sehari-hari, dan 
c. Unsur hubungan masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya 
tatanan hukum adat menegnai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah 
ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan tersebut.” 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan 
Pasal 9 ayat 2 UU Perkebunan menyatakan bahwa “Dalam hal tanah yang 
diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut 
kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat 
pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk 
memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya. Ketentuan ini 
dapat dipahami bahwa mewajibkan kepada setiap orang maupun badan hukum 
terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang 
hak ulayat suatu wilayah. Ketentuan ini memposisikan masyarakat hukum adat 
sebagai subjek atas suatu wilayah tetapi hak itu harus dilepaskan dengan ganti rugi 
atau kesepakatan-kesepakatan tertentu demi kepentingan konsesi perkebunan. 
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
Dalam Pasal 1 ayat 6 UU kehutanan menyatakan “Hutan adat adalah hutan 
negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Meskipun hutan adat 
dikatakan sebagai hutan negara tetapi ada pengakuan negara terhadap wilayah adat 
masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 ayat 2 menyatakan bahwa “Pengukuhan 
keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 
1 ditetapkan dengan Perda. 
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. 
UU ini tidak memberikan persyaratan bagi pengakuan masyarakat hukum 
adat dan tidak menggunakan istilah masyarakat hukum adat tetapi masyarakat adat. 
Masyarakat adat di undang-undang ini di definisikan sebagai kelompok masyarakat 
pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena 
adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya 
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pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 
ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Undang-undang ini merumuskan tanggung  
jawab pemerintah untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak 
masayarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang telah di manfaatkan secara turun –temurun. Meskipun undang-
undang ini lebih maju namun belum ada peraturan pelaksana tentang pelaksanaan 
tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat adat.  
C. Kepastian Hukum Hak Masyarakat hukum Adat atas Tanah dan Sumber 
Daya Alam 
 Landasan kebijakan di bidang pertanahan tidak terlepas dari Pasal 33 ayat 
(3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Menguasai di sini bukan dalam artian 
memiliki, Ketentuan ini merujuk pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan kekayaan alam 
Indonesia, termasuk tanah. Pasal 33 ayat 3 ini dijabarkan  lebih lanjut pada Pasal 2 
UUPA. 
 Namun dalam realitanya konsep hak menguasai tanah oleh negara 
berkontribusi terhadap sejumlah pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum 
adat atas sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya. Hal ini terjadi dapat 
dicermati akibat penggunaan hak menguasai tanah secara berlebihan oleh negara. 
Konsep hak menguasai oleh negara harusnya memperhatikan hak-hak masyarakat 
hukum adat yang telah ada secara turun-temurun sebelum negara ini lahir. Idealnya 
hubungan hak menguasai tanah oleh negara dan hak-hak ulayat masyarakat hukum 
adat terjalin secara harmonis dan seimbang. 
Berbagai macam pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah di 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di dalam konstitusi UUD 1945 
maupun peraturan-peraturan sektoral lainnya, namun pengakuan yang di berikan 
merupakan pengakuan bersyarat yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan 
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA 
dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengakuan bersyarat ini juga berkorelasi 
dengan hak menguasai tanah oleh negara sehingga berimplikasi terhadap kepastian 
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hukum hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam belum bisa 
terpenuhi. 
Maria Rita Ruwiastuti memberikan pemikiran kritis terhadap hubungan antar 
hak menguasai oleh negara dengan hak-hak adat. Kewenangan yang kemudian disebut 
dengan hak menguasai negara sama sekali tidak dapat diperbandingkan dengan hak-
hak keperdataan (privaatrechtelijk) biasa seperti hak memiliki sebab baik luas 
cakupan maupun sifat-sifat publiknya (publiekrechtelijk) hanya mungkin dipegang 
oleh sebuah badan kenegaraan. Hubungan antara hak menguasai yang ada di tangan 
negara ini dengan hak-hak penduduk negeri ini telah ada turun-temurun mendahului 
lahirnya negara. Kekuasan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan 
sesuatu hak di batasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa besar negara 
memberi kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya, 
sampai di situlah batas kekuasaan negara. 
Bila di cermati dengan adanya pengakuan bersyarat tersebut hak-hak 
masyarakat hukum adat bisa di hilangkan dengan alasan berbenturan dengan 
kepentingan pembangunan nasional, pengakuan bersyarat itu bersifat diskriminatif 
dan tidak mencerminkan keadilan dan cenderung menghapuskan hukum adat/lokal 
dan mencoba mengarahkannya ke hukum positif/nasional. Didalam berbagai 
peraturan perundang-undangan itu juga belum di atur penguatan masyarakat hukum 
adat sebagai subjek yang harus dipenuhi hak-haknya tetapi mengindikasikan sebagai 
objek yang terekploitasi, di sisi lain pengakuan bersyarat itu menempatkan masyarakat 
hukum adat di tentukan keberadaannya oleh pengakuan negara melalui keputusan ada 
tidaknya masyarakat hukum adat. Penyebaran pengakuan masyarakat hukum adat di 
berbagai peraturan perundang-undangan belum memberikan pemahaman secara 
komprehensif bagi pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Justru 
sektoralisasi tersebut menyebabkan sulitnya masyarakat hukum adat 
memperjuangkan hak-haknya, jika dilihat dalam diri Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 
maka ada pertentangan di dalam norma tersebut di sisi yang satu meberikan 
pengakuan dan di sisi yang lain juga memberikan persyaratan. Jadi sudah menjadi 
suatu teori hukum jika di dalam norma hukum terjadi pertentangan norma maupun 
asas hukum maka suatu norma hukum tidak bisa memberikan kepastian hukum. 
Dilihat dari berbagai persoalan yang dialami masyarakat hukum adat, maka 
tujuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 belum memberikan kemakmuran bagi masyarakat 
hukum adat pada khususnya karena masyarakat hukum adat merupakan bagian dari 
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rakyat secara umum. Tetapi justru mengakibatkan sengketa-sengketa yang 
berkepanjangan bagi masyarakat hukum adat. 
Dalam hubungannya antara keadilan dan kepastian hukum Menurut Munir 
Fuady (2003: 56), tujuan hukum disamping untuk mencapai keadilan, juga bertujuan 
menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi dan masyarakat luas. 
Hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan dan elemen 
kepastian hukum. Perwujudan unsur kepastian hukum bergantung minimal pada tiga 
hal lain, yaitu : 
1. Kebutuhan akan hukum semakin hari semakin besar, yang oleh hukum harus selalu 
dipenuhi; 
2. Kesadaran hukum manusia dan masyarakat, yang semakin hari semakin bertambah 
tinggi, sehingga harus diproses dengan baik oleh hukum 
3. Tercapainya tujuan hukum termasuk kepastian hukum, disamping bergantung pada 
norma hukum, juga pada faktor penegakan hukum. Faktor penegakan hukum harus 
selalu dibenahi  jika hukum ingin menciptakan kepastian hukum, dimana unsur 
terpenting dari penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri. 
Dari perspektif legal di butuhkan peraturan perundang-undangan baik dalam 
bentuk Undang-undang maupun Perda di tingkat daerah yang secara khusus mengakui 
keberadan masyarakat hukum adat jika tidak ada maka masyarakat hukum adat 
dianggap tidak ada meskipun secara nyata ada. Peraturan perundang-undangan di 
Indonesia memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada 
negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu 
perlu pembatasan terhadap hak menguasai oleh negara. Pembatasan itu bisa dilakukan 
dengan me-review berbagi undang-undang yang berhubungan dengan “kekuasaan 
negara atas tanah” yang terlampau besar, yang di dalamnya termasuk UUPA. 
3. Penutup 
A. Kesimpulan 
Hasil penelitian ini menunjukkan kepastian hukum hak Masyarakat Hukum 
Adat atas tanah dan sumberdaya alam sifatnya bersyarat yaitu sepanjang tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang 
tercantum dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya.  
B. Saran 
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Disarankan kepada pemerintah supaya membentuk payung hukum dalam 
bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan 
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan kepastian hukum 
hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah dan sumberdaya alam. 
Daftar Pustaka 
[1] Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar 
Grafika, Jakarta. 
[2] Bernhard Limbong, 2012, Reformasi Agraria, Margaretha Pustaka, Jakarta. 
[3] Soerjono Soekanto, 2012, Hukum Adat Indonesia, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta. 
[4] Yance Arizona, Dkk, 2015, Banyak Perubahan tetapi Belum Banyak yang 
Berubah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Epistema Institute, Jakarta 
Selatan. 
[5] https://yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/ 
[6] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
[7] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  
[8] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
[9] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 
[10] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan 
[11] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
